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(E) Isi : 

Salah satu permasalahan dalam ketatanegaraan Indonesia adalah masalah implementasi, 

beberapa pertanyaan muncul ketika putusan MK dikeluarkan. Salah satunya adalah 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30 / PUU-XVI / 2018. Yang dalam putusannya 

memperluas frasa “pekerjaan lain” sebagaimana tertuang dalam Pasal 182 huruf l Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Atas hal tersebut, KPU 

mengikuti alur dari Putusan MK tersebut dengan membuat Peraturan KPU Nomor 26 

Tahun 2018. KPU menjadikan Putusan MK tersebut ratio legis dalam pembentukan 

peraturan KPU terbaru tersebut. didalam Peraturan KPU diatur salah satunya adalah syarat 

calon anggota DPD tidak sebagai pengurus partai politik. Atas Peraturan KPU tersebut, 

Oesma Sapta Odang (OSO) melakukan uji materi keberatan terkait Peraturan KPU Pasal 

60A tersebut ke MA karna dianggap bertentangan dengan peraturan perundangan yang 

lebih tinggi yakni, Pasal 5 huruf d dan Pasal 6 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hasil dari Putusan 

MA itu menyatakan bahwa ketentuan Pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 5 huruf 

d dan Pasal 6 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan menyatakan 

ketentuan Pasal 60A PKPU tersebut tetap mempunya kekuatan hukum yang mengikat 

sepanjang tidak diberlakukan surut terhadap peserta pemilu anggota DPD tahun 2019.  

Terkait dengan hal tersebut, Hakim yang memutus dalam Putusan MA tersebut tidak 

sejalan dengan Putusan MK yang telah terbit terlebih dahulu dan berlaku erga omnes 

sehingga perbedaan keputusan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan 

bertentangan dengan teori erga omnes yang memerlukan kesadaran hukum dari berbagai 

pihak. Lalu rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini ialah bagaimana 

implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 terkait 

pelarangan jabatan fungsionaris partai politik dalam pencalonan anggota DPD. Lalu terkait 

dengan metode penelitian yang diangkat oleh penulis merupakan penelitian yang 

dilakukan secara normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. 
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